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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1       Bank Syariah 
2.1.1 
Pengertian Bank Syariah 


Bank merupakan lembaga atau badan usaha yang mengelola dana yang dihimpun dari masyarakat, juga berperan sebagai lembaga intermediasi atau perantara bagi masyarakat yang surplus dana dana masyarakat yang kekurangan dana. Hal ini sesuai pendapat wiroso dalam buku Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah mengenai pengertian bank, sebagai berikut:

”Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.
(2005;2)

Dari pengertian tersebut diatas mencerminkan dua peran bank baik sebagai perantara keuangan (financial intermediate) bagi masyarakat yang surplus dana dan masyarakat yang minus dana, bank melakukan penghimpunan dana dalam bentuk dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit.

Jenis bank menurut kegiatan usahanya terdiri dari Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Pengertian bank umum menurut Wiroso dalam buku Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah, sebagai berikut:


”Bank Umum adalah bank melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan atau ”berdasarkan prinsip usaha syariah” yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”.

(2005;2)


Dari pengertian diatas, jenis bank berdasarkan kegiatan usahanya dibedakan menjadi 2 yaitu bank konvensional dan bank syariah. Menurut Rachmat Firdaus dalam bukunya Manajemen Dana Bank, menagatakan bahwa:


”Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah islam dan bank yang tata cara operasinya mengacu pada ketentuan Alqur’an dan Hadits”.
(2001;15)


Dari pengertian diatas , dimaksudkan bank yang beroperasi sesuai dengan prisip-prinsip syariah Islam adalah bank yang dalam operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara islami. Dalam tata cara bermuamalat ini dijauhi praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur riba. Sedangkan yang dimaksud dengan bank yang mengacu tata cara operasinya mengacu kepada Alquran dan Hadits adalah bank yang tata cara beroperasinya mengikuti perintah dan menjauhi larangan yang tercantum dalam Alquran dan Hadits.
Perbedaan antara bank konvesional dan bank syariah secara umum diuraikan sebagai berikut :
Tabel 2.1
Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

	Bank Syariah 
	Bank Konvensional

	1. Melakukan investasi-investasi yang halal saja

2. Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa

3. Profit dan falah oriented (kemakmuran dan kebahagiaan akhirat)

4. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk kemitraan

5. Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syairah (DPS).
	1. Investasi yang halal dan haram

2. Memakai perangkat bunga

3. Profit oriented
4. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitur-kreditur
5. Tidak terdapat Dewan Pengawas Syariah.




Sumber : Bank Syariah: dari teori ke praktek, Syafi’i Antonio,M, 2001.


Perbedaan antara imbalan yang diberikan oleh kedua bank tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2 

Perbedaan Antara Bunga dan Bagi Hasil

	Bunga
	Bagi Hasil

	1. Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung.

2. Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan

3. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi.

4. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang “booming”.

5. Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama, termasuk agama Islam
	1. Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung/rugi

2. Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh

3. Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak

4. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan 

5. Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.



2.1.2
Prinsip Operasional Bank Syariah


Menurut M. Syafi’i Antonio dalam buku Bank Syariah: dari teori ke praktek, prinsip operasional bank syariah meliputi :

“ 
1. Prinsip titipan atau simpanan (Depository/al-wadi’ah) 

2. Bagi hasil (profit-sharing)
3. Jual beli (Sale and Purchase)
4. Sewa (Operating lease and financing lease)
5. Jasa (fee-based services)”.
(2001;83)

Penjelasan dari kutipan di atas adalah sebagai berikut :

1. Prinsip titipan atau simpanan (depository atau Al Wadi’ah)
Adalah akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai uang atau barang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang tersebut. Berdasarkan jenisnya wadi’ah terdiri atas :

a. Wadi’ah Yad Amanah, yaitu akad penitipan barang atau uang di mana pihak penerima tidak diperkenankan menggunakan barang atau uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang atau titipan yang bukan diakibatkan kelalaian penerima titipan.
b. Wadi’ah Yad Damanah, yaitu akad penitipan barang atau uang di mana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang atau uang dapat memanfaatkan barang atau titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kerusakan atau kehilangan barang titipan. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang atau uang tersebut menjadi hak penerima titipan. 
2. Prinsip Bagi Hasil (Profit Sharing)

Adalah suatu prinsip penetapan imbalan yang diberikan kepada masyarakat sehubungan dengan penggunaan atau pemanfaatan dana masyarakat yang dipercayakan kepada bank. Besarnya imbalan yang diberikan berdasarkan kesepakatan bersama dalam perjanjian tertulis antara bank dan nasabahnya. Berdasarkan jenisnya terdiri dari :

a. Al-Musyarakah : Akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.
b. Al-Mudharabah : Akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (mudharib).
c. Al-Muzara’ah : Kerjasama pengelola pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen.
d. Al-Musaqah : Bentuk yang lebih sederhana dari muzara’ah di mana penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan, penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.

3. Prinsip Jual Beli (Sale and Purchase)

Adalah suatu prinsip penetapan imbalan yang akan diterima bank sehubungan dengan penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan, baik untuk keperluan investasi maupun modal kerja, juga termasuk kegiatan usaha jual beli, di mana dilakukan pada waktu bersamaan baik antara penjual dengan bank maupun antara bank dengan nasabah sebagai pembeli, sehingga bank tidak memiliki persediaan barang yang dibiayainya. Berdasarkan jenisnya terdiri dari :

a. Al-Murabahah : Akad jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Penjual harus memberi tahu harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Jual beli ini dapat dilakukan untuk pembelian secara pesanan.

b. Al-Salam : Akad jual beli barang pesanan yang pembelian barangnya diserahkan kemudian hari, sedangkan pembayarannya dilakukan di muka secara penuh.
c. Al-Istishna : Akad jual beli barang antara pemesan dengan penerima pesanan. Spesifikasi dan harga pesanan disepakati di awal akad dengan pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan.
4. Prinsip Sewa (Operational Lease and Financial Lease)

Prinsip sewa ini didasarkan pada :

a. Al-Ijarah : Akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (ownership/milkiyah) atas barang itu sendiri.

b. Ijarah wa iqtina : Akad sewa-menyewa barang antara bank (muaajir) dengan penyewa (mustajir) yang diikuti janji bahwa pada saat yang ditentukan kepemilikan barang sewaan akan berpindah kepada mustajir.

5. Prinsip Jasa (Fee Based Services)

Adalah suatu prinsip penetapan imbalan sehubungan dengan kegiatan usaha lain bank syariah yang lazim dilakukan terdiri dari :
a. Al-Kafalah : Akad pemberian jaminan (makful alaih) yang diberikan suatu pihak kepada pihak lain sebagai pemberi jaminan (kafiil) yang bertanggung jawab atas pembayaran kembali suatu utang yang menjadi hak penerima jaminan (makful).

b. Al-Hiwalah : Akad pemindahan piutang nasabah (muhil) kepada bank (muhal alaih) dari nasabah lain (muhal). Muhil meminta muhal alaih untuk membayarkan terlebih dahulu piutang yang timbul dari jual beli. Pada saat piutang tersebut jatuh tempo, muhal akan membayar kepada muhal alaih. Muhal akan memperoleh imbalan sebagai jasa pemindahan piutang.
c. Al-Wakalah : Akad pemberian kuasa dari dari pemberi kuasa (muwakhil) kepada penerima kuasa (wakil) untuk melaksankan tugas (taukil) atas nama pemberi kuasa.
d. Ar-Rahn : Akad penyerahan barang harta (markun) dari nasabah (rahim) kepada bank (murtahin) sebagai jaminan sebagian atau seluruh utang.
e. Al-Qardhul Al-Hasan : Akad pinjaman dari bank (murqidh) kepada pihak tertentu (muqtaridh) untuk tujuan sosial yang wajib dikembalikan sesuai dengan pinjaman.
f. Sharf : Akad jual beli suatu valuta asing dengan valuta lainnya sesuai dengan prinsip syariah.
g. Ujr : Imbalan yang diminta atau diberikan atas suatu pekerjaan yang diberikan.
2.2 
Pendapatan 

2.2.1 
Pengertian Pendapatan

Bank syariah dalam aktivitas operasionalnya melakukan kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana. Kegiatan penghimpunan dana akan menjadi kewajiban bagi bank untuk memberikan insentif bagi hasil kepada deposan, sedangkan kegiatan penyaluran dana akan memperoleh pendapatan bank. Pengertian pendapatan menurut Muhammad dalam bukunya Manajemen Bank Syariah mengatakan bahwa:

”Pendapatan adalah kenaikan kotor dalam aset atau penurunan dalam liabilitas atau gabungan dari keduanya selama periode yang dipilih oleh pernyataan pendapatan yang berakibat dari investasi yang halal, perdagangan, memberikan jasa, atau aktivitas lain yang bertujuan meraih keuntungan seperti manajemen rekening investasi terbatas.”

        (2005;340)

Sedangkan, pengertian pendapatan menurut Ikatan Akuntan Indonesia, melalui PSAK No 35 dalam bukunya Standar Akuntansi Keuangan, mengatakan bahwa:

”Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari transaksi dan peristiwa ekonomi yang biasa dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan barang, penjualan jasa, dan penggunaan aktiva perusahaan oleh pihak-pihak lain yang menghasilkan bunga royalti dan dividen.










  (2004;22)

Dari kedua pengertian di atas, pendapatan diartikan kenaikan kotor dalam aset atau gabungan dari keduanya, pendapatan ini diperoleh dari investasi yang halal, melakukan perdagangan atau menjual barang, menjual jasa, atau aktivitas lainnya yang bertujuan memperoleh keuntungan bagi perusahaan.

2.2.2    Jenis Pendapatan Pada Bank Syariah

Pendapatan yang diperoleh bank syariah dalam laporan rugi laba dikelompokkan dalam beberapa kelompok. Hal ini dikemukakan oleh Wiroso dari bukunya Penghimpunan dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah dijelaskan kelompok pendapatan bank sayariah adalah sebagai berikut.
“1.  Pendapatan Operasional Uatama

a. Pendapatan dari jual beli

· Pendapatan marjin murabahah,

·    Pendaparan bersih salam paralel, dan

· Pendapatan bersih istishna paralel.

b. Pendapatan dari sewa

   Pendapatan bersih ijarah.

c.   Pendapatan dari bagi hasil

· Pendapatan bagi hasil mudharabah, dan

· Pendapatan bagi hasil musyarakah.
d. Pendapatan operasional utama lainnya.

2. Pendapatan operasional lainnya

Pendapatan administrasi penyaluran, pendapatan fee atas kegiatan bank yang berbasis imbalan, seperti fee transfer, fee inkaso, fee kliring, dan fee mudharabah muqayyadah bank bertindak sebagai agen”.








(2005;99)

Pendapatan operasional utama terdiri dari pendapatan dari transaksi jual beli, pendapatan dari sewa, pendapatan bagi hasil, dan pendapatan operasional utama lainnya.
1. Pendapatan dari jual beli

A. Pendapatan marjin murabahah adalah sebagai berikut.

1) Pendapatan marjin murabahah merupakan pendapatan marjin yang ditangguhkan yang telah dapat diakui karena telah jatuh tempo atau telah dilunasi piutang murabahah-nya.
2) Jika pelunasan piutang murabahah dilakukan dengan mengangsur maka pendapatan marjin murabahah diakui pada saat angsuran tersebut jatuh tempo.
3) Jika dalam transaksi murabahah sebagian dana untuk membeli berasal dari nasabah pembeli maka perlakuan akuntansi terhadap sebagian dana tersebut mengikuti perlakuan terhadap sebagian dana tersebut mengikuti perlakuan akuntansi urbun (uang muka).
4) Besarnya marjin murabahah merupakan kesepakatan antara penjual dan pembeli dan dapat dihitung, antara lain atas dasar rata-rata biaya operasional bank ditambah dengan keuntungan wajar yang diharapkan.
5) Jika dalam transaksi murabahah terdapat urbun maka pada saat akad murabahah disepakati, urbun berubah menjadi pelunasan piutang murabahah tetapi pendapatan marjin belum boleh diakui. Pendapatan marjin baru akan diakui pada saat jatuh tempo angsuran.
6) Jika dalam transaksi murabahah terdapat pelunasan dini dari nasabah dan terdapat pemberian potongan oleh bank maka apabila potongan diberikan, yaitu:
a. Pada saat pelunasan piutang murabahah, potongan tersebut secara langsung akan mengurangi pendapatan marjin murabahah, atau
b. Setelah pelunasan piutang murabahah, potongan tersebut diakui sebagai “potongan pelunasan” dan disajikan sebagai pos lawan “pendapatan marjin murabahah” dalam laporan laba rugi.
7) Ketentuan angka 1) sampai dengan 4) diberlakukan untuk piutang murabahah dalam klasifikasi perfoming. Sedangkan, untuk klasifikasi non-perfoming mengikuti ketentuan pada bagian yang mengatur mengenai “penyisihan kerugian dan penghapusan aktiva produktif”.
B. Pendapatan bersih salam paralel
1) Pendapatan bersih salam paralel diakui pada saat persediaan (barang pesanan) diserahkan kepada pembeli akhir.

2) Pendapatan bersih salam paralel diukur sebesar, yakni

(a). Selisih antara jumlah kas atau nialai wajar aktiva non kas yang diserahkan kepada pemasok dan jumlah modal kerja salam berupa kas yang diterima bank dari pembeli akhir, dan

(b)  Selisih antara jumlah barang pesanan yang diterima dari pemasok dan jumlah barang pesanan yang diserahkan dari pembeli akhir jika modal kerja salam yang diterima bank dan diserahkan bank kepada pemasok berupa aktiva non-kas yang sama.

3). Dalam hal bank mendapatkan keuntungan dari transaksi salam paralel berupa kelebihan barang pesanan (non kas) maka untuk keperluan bagi hasil kepada nasabah, barang pesanan tersebut harus dibeli oleh bank syariah berdasarkan nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan dan nilai bersih yang dapat direalisasi.
C. Pendapatan bersih istishna paralel
1) Jika antara waktu penyelesaian barang pesanan yang harus dibuat terlebih dahulu dan waktu pelunasan tagihan bank dari pembeli akhir memiliki tenggang waktu paling lama satu tahun.

 (a). Jika menggunakan metode persentase penyelesaiaan maka “pendapatan bersih istishna paralel” diakui pada saat, yakni

(1).  Diketahui besarnya prosentase penyelesaiaan yang telah dicapai berdasarkan akad dan berita acara kemajuan kegiatan.

(2).  Dibuktikan dengan adanya penyerahan bagian yang telah diselesaiakan baik dari subkontraktor kepada bank sayariah dan dilanjutkan dengan penyerahan dari bank syariah kepada pembeli akhir.

(b).
Jika menggunakan metode akad selesai maka “pendapatan bersih   istishna paralel” diakui pada saat

(1).
Setelah barang pesanan selesai dibuat, yakni

(2).

Dibuktikan dengan adanya penyerahan barang pesanan yang telah diselesaiakan baik dari subkontraktor kepada bank syariah dan dilanjutkan dengan penyerahan dari bank syariah kepada pembeli akhir.

(c).
Pendapatan bersih istishna paralel diukur sebesar selisih antara    “pendapatan istishna” dan “harga pokok istishna”.

(d).   Harga pokok istishna terdiri dari

(1).  Biaya langsung, terutama biaya untuk menghasilkan barang   pesanan.

(2). Biaya tidak langsung yang berhubungan dengan akad       (termasuk biaya pra-akad) yang dialokasikan secara objektif.

(e).   Jika dalam transaksi istishna paralel terdapat pelunasan dini dari  nasabah dan terdapat pemberian potongan oleh bank maka apabila potongan diberikan, yakni

(1).  Pada saat pelunasan piutang istishna, potongan tersebut secara    langsung akan mengurangi pendapatan bersih istishna, atau

(2).  Setelah pelunasan piutang istishna, potongan tersebut diakui   sebagai “potongan pelunasan” dan disajikan sebagai pos lawan “pendapatan bersih istishna” dalam laporan laba rugi dari nasabah (pembeli akhir) dan pemberian potongan dilakukan.

2). Jika secara subtansi terdapat transaksi Bank Syariah yang mengadakan atau membeli barang pesanan dengan cara istishna dan menjual dengan cara istishna sehingga menimbulkan tenggang waktu yang lama (lebih dari 1 tahun) antara waktu penyelesaiaan barang pesanan yang dikontruksi dan waktu pelunasan tagihan bank dari pembeli akhir maka pengakuan pendapatannya mengikuti ketentuan transaksi Istishna.
2.  Pendapatan Bersih Sewa

a). Pendapatan bersih sewa merupakan selisih antara penghasilan yang terikat dengan pemanfaatan aktiva ijarah dan beban-beban yang terkait dengan pengelolaan aktiva ijarah.
b). Penghasilan yang terkait dengan pemanfaatan aktiva ijarah, antara lain, terdiri dari:

(1). Pendapatan sewa

(2). Keuntungan pelepasan aktiva ijarah

(3). Keuntungan lainnya

Penghasilan tersebut kemudian dikurangi dengan pengembalian kelebihan pembayaran sewa yang telah diterima karena adanya penurunan manfaat aktiva ijarah yang tidak disebabkan karena kelalaian penyewa,  jika ada.

c). Beban yang terkait dengan pengelolaan aktiva ijarah, antara lain, terdiri dari:

(1). Beban penyusutan aktiva ijarah

(2). Beban pemeliharaan aktiva ijarah
(3).
 Beban sewa ijarah jika aktiva ijarah berasal dari transaksi sewa  dan penyewaan kembali

(4). Kerugian pelepasan aktiva ijarah 
Beban tersebut kemudian dikurangi dengan pengembalian kelebihan pembayaran sewa yang telah dibayarkan Bank Syariah sebagai penyewa dalam transaksi sewa dan penyewaan kembali karena adanya penurunan manfaat aktiva ijarah yang tidak disebabkan kareana kelalaian bank  sebagai penyewa, jika ada.     
3. Pendapatan  dari  Bagi Hasil

a. Pendapatan bagi hasil terdiri dari transaksi penyaluran dana yang didasarkan pada prinsip mudharabah mutlaqah dan musyarakah.
b. Pendapatam bagi hasil diakui  pada saat bank menerima laporan periodik atas usaha yang telah dilakukan oleh mudharib  atau pengelola  dana atau usaha.

c. Pendapatan dari  bagi hasil dikurangi dengan kerugian yang berasal dari pembiayaan mudharabah dan musyarakah  yang menjadi tanggung jawab bank, jika kerugian tersebut bukan  karena kelalaian bank  syariah.  

d. Dalam hal terjadi kerugian dari pembiayaan maka disajikan sebagai kerugian bersih pembiayaan dalam laporan laba rugi.
4. Pendapatan operasi utama lainnya

Pendapatan operasi utama lainnya, antara lain berasal dari:

a. Pendapatan dari pinjaman qard

b. Pendapatan dari penempatan dana pada Bank Indonesia, misalnya sertifikat wadiah Bank Indonesia

c. Pendapatan penempatan dana pada bank syariah lainnya, misalnya sertifikat investasi mudharabah antarbank

d. Pendapatan dari surat berharga bank syariah.
2.3       Bagi Hasil
2.3.1
Pengertian Bagi Hasil
Bagi hasil usaha baik yang diperoleh shahibul maal maupun yang diperoleh bank syariah juga tergantung pada nisbah yang disetujui pada awal akad. Dalam hal bank syariah memberikan nisbah yang kebih besar dari pemilik dana yang lain (special nisbah), berarti shahibul maal akan memperoleh hasil usaha yang lebih besar atau sebagian hasil uasaha bank sebagai mudharib diserahkan kepada shahibul maal, dengan kata lain special nisbah akan ditanggung oleh bank syariah. 

Pengertian bagi hasil menurut Muhammad dalam bukunya Manajemen Bank Syariah, mengatakan bahwa:

”Bagi hasil adalah distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan”.

          

   (2005;105)

Sedangkan, pengertian bagi hasil menurut Asep Ghofir Ali dalam modul Profit Distribution, mengatakan bahwa:


“Bagi hasil adalah pembagian hasil usaha diantara pihak/mitra dalam suatu usaha kerjasama”. 










    (2006;3)


Dari kedua pengertian di atas, bagi hasil merupakan distribusi atau pembagian dari laba atau hasil usaha suatu kerjasama antara pihak bank dengan nasabah. Pada mekanisme bank syariah, pendapatan bagi hasil ini berlaku untuk produk-produk penyertaan, baik penyertaan menyeluruh maupun sebagian atau bentuk bisnis koorporasi.

2. 3.2  Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan  Bagi  Hasil 
Pendapatan bagi hasil yang diperoleh bank syariah dipengaruhi oleh faktor langsung dan tidak langsung sehingga menyebabkan pendapatan bagi hasil tersebut besar ataupun kecil. Hal ini diungkapkan oleh Muhammad dalam bukunya Manajemen Bank Syariah, sebagai berikut:
1. Faktor Langsung

2. Faktor Tidak Langsung”.
(2005; 110)
Dari kutipan di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Faktor langsung

Diantara faktor-faktor langsung (direct factor) yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil adalah invesment rate, jumlah dana yang tersedia, dan nisbah bagi hasil (profit sharing ratio).

a. Invesment rate merupakan persentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana. Jika bank menentukan invesment rate sebesar 80 persen, hal ini berarti 20 persen dari total dana dialokasikan untuk memenuhi likuidasi.

b. Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan salah satu metode:

1) Rata- rata saldo minimum bulanan

2) Rata-rata total saldo harian

c. Nisbah (profit sharing) 

Angka perbandingan (porsi) pembagian pendapatan antara shahibul maal dengan mudharib.

1) Nisbah antara satu bank dengan bank lainnya dapat berbeda.

2) Nisbah juga dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam satu bank, misalnya deposito 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan.

3) Nisbah juga dapat berbeda antara satu account dengan account lainnya sesuai dengan besarnya dana dan jatuh temponya.
2. Faktor Tidak Langsung

Faktor tidak langsung yang mempengaruhi bagi hasil adalah:

A. Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya mudharabah.

1) Bank dan nasabah melakukan share dalam pendapatan dan biaya. Pendapatan yang “dibagi-hasilkan” merupakan pendapatan yang diterima dikurangi biaya-biaya.
2) Jika semua biaya ditanggung bank, maka hal ini disebut revenue sharing.

B. Kebijakan akuntansi (prinsip dan metode akuntansi)

Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya.
2.4       Produk Penghimpunan Dana 
2.4.1
Pengertian Produk Penghimpunan  Dana
Produk penghimpunan dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat biasanya disimpan dalam bentuk giro, deposito dan tabungan dengan menggunakan prinsip wadiah dan mudharabah. Dalam produk penghimpunan dana yang menggunakan prinsip Mudharabah aplikasi prinsipnya adalah bahwa deposan atau penyimpan bertindak sebagai shahibul maal dan bank sebagai mudharib. Dana ini digunakan bank untuk melakukan pembiayaan  akad jual beli maupun syirkah. Jika terjadi kerugian maka bank bertanggungjawab atas kerugian yang terjadi. Sedangkan dalam produk penghimpunan dana yang mempergunakan prinsip wadiah implikasi hukumnya sama dengan qardh, dimana nasabah bertindak sebagai yang meminjamkan uang dan bank bertindak sebagai peminjam. Selain dari tiga macam bentuk simpanan dana pihak ketiga tersebut yaitu giro, deposito dan tabungan, masih terdapat beberapa macam dana pihak ketiga lainnya yang diterima bank diantaranya shar-e, tabungan umat, tabungan arafah, deposito mudharabah, deposito funlives, giro wadi’ah dan dana pensiun muamalat.
Pengembangan produk bank syariah pada dasarnya sama dengan yang dilakukan oleh bank konvensional. Hanya saja ada perbedaan istilah, pada bank syariah simpanan menggunakan istilah produk penghimpunan dana dan kredit menggunakan istilah pembiayaan. Definisi simpanan menurut Kasmir dalam bukunya Dasar-dasar Perbankan, disadur dari Undang-undang nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yaitu: 

“Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan /atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu”. 
             
(2003:288)
Sedangkan, pengertian simpanan menurut Rachmat Firdaus dalam bukunya Manajemen Dana Bank, adalah:

“Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan /atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu”. 

       (2001; 9)

Dari kedua pengertian di atas, simpanan dana masyarakat yang disimpan di bank dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan bentuk lainnya. Dalam bank syariah produk penghimpunan dana menggunakan prinsip wadiah dan mudharabah.
2.4.2 Prinsip-prinsip Penghimpunan Dana
Upaya yang dilakukan oleh bank syariah dalam melakukan penghimpunan dana perlu diperhatikan beberapa prinsip agar proses penghimpunan dana berjalan dengan baik, sebagai mana dijelaskan oleh Rachmat Firdaus dalam bukunya Manajemen Dana Bank sebagai berikut:

1. Efisiensi

2. Efektivitas

3. Jangka waktu

4. Bersaing secara sehat

5. Syarat-syarat lain”.

(2001; 14)


Penjelasan dari kutipan di atas adalah sebagai berikut :

1. Efisiensi

Biaya dana harus efisien sedemikian rupa sehingga lebih rendah dibandingkan dengan pendapatan yang diterima dari penggunaannya.

2. Efektivitas

Penggunaan dana yang berhasil dihimpun harus tepat dan terarah, sehingga memperkecil risiko sampai batas minimal serta secara langsung atau tidak langsung disamping menguntungkan bagi bank, juga berperan positif terhadap peningkatan taraf hidup rakyat banyak.
3. Jangka waktu

Jangka waktu atau lamanya pengendapan dana yang terhimpun harus lebih panjang dari jangka waktu penggunaannya agar terhindar dari mismatch jangka waktu.

4. Bersaing secara sehat

Dalam upaya penghimpunan dana, bank tidak boleh bersaing secara curang sesuai dengan kode etik Bank Indonesia yang mengatakan bahwa seorang bankir menghindarkan diri dari persaingan yang tidak sehat.

5. Syarat-syarat lain

Syarat-syarat lain yang mengikat bank atas dana yang dihimpun harus lebih ringan dari syarat-syarat penggunaannya.

2.4.3
Jenis-jenis Produk Penghimpunan Dana
2.4.3.1  Giro Wadi’ah
Giro wadiah pada dasarnya sama dengan produk giro pada bank konvensional. Hanya saja yang membedakan antara keduanya pada bank syariah tidak boleh menyatakan atau menjanjikan imbalan atau keuntungan atas rekening wadiah. Setiap imbalan atau keuntungan yang dijanjikan dapat dianggap riba. Namun demikian bank, atas kehendaknya sendiri dapat memberikan imbalan berupa bonus (hibah) kepada pemilik dana (pemegang rekening wadiah). Sedangkan pada bank konvensional nasabah akan mendapatkan bunga giro setiap bulannya. Hal ini sesuai dengan pendapat Sofyan Safri Harahaf,dkk dalam bukunya Akuntansi Perbankan Syariah, yang mengatakan bahwa:

“Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan”.







                                     (2005;69)
Sedangkan, pengertian giro wadiah dijelaksan oleh Wiroso dalam bukunya Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah, mengatakan bahwa:

“Giro wadiah adalah titipan pihak ketiga pada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan mengunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan”. 










                 

(2005; 22)
Dari pengertian di atas, prinsip wadiah yang digunakan adalah dengan prinsip wadiah yad dhamanah. Dengan prinsip ini bank sebagai custodian harus menjamin pembayaran kembali nominal simpanan wadiah. Dana tersebut dapat digunakan oleh bank untuk kegiatan komersial dan bank berhak atas pendapatan yang diperoleh dari pemanfaatan dana titipan tersebut. Pemilik giro wadiah dapat menarik kembali simpanannya sewaktu-waktu, baik sebagian atau seluruhnya dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan. 
Landasan syariah tentang wadiah dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 58, yang artinya : “ Sesunggunya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanah (tiipan), kepada yang berhak menerimanya”. Dalam Fatwah Dewan Syariah Nasional (DSN) ditetapkan ketentuan tentang giro wadiah (Himpunan fatwah, Edisi Kedua, hal 6-7), sebagai berikut:

a. Bersifat titipan;

b. Titipan bisa diambil kapan saja (on call);

c. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (athaya) yang bersifat sukarela dari pihak bank.
Karakteristik giro wadiah menurut Wiroso dalam bukunya Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah, dijelaskan sebagai berikut:

1. Harus dikembalikan utuh seperti semula sejumlah barang yang dapat dititipkan sehingga tidak boleh overdraft (cerukan);
2. Dapat dikenakan biaya titipan.
3. Dapat diberikan syarat tertentu untuk keselamatan barang titipan misalnya dengan cara menetapkan saldo minimum.
4. Penerikan giro wadi’ah dilakukan dengan cek dan bilyet giro sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Jenis dan kelompok rekening sesuai ketentuan yang berlaku dalam kegiatan usaha bank sepanjang tidak bertentangan dengan syariah.
6. Dana wadiah hanya  digunakan seijin penitip”.
       (2005;24)
Dari pengertian di atas, giro wadiah mempunyai karakteristik bahwa dana tersebut dapat digunakan oleh bank untuk kegiatan komersial seperti pembiayaan. Keuntungan dari pemyaluran dana menjadi milik bank sedangkan jika terjadi kerugian maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh bank. Giro wadiah dapat ditarik sewaktu-waktu oleh nasabah dengan menggunakan cek, bilyet giro atau dengan pemindahbukuan. Pemilik rekening giro wadiah akan memperoleh bonus dari bank, namun tidak diperjanjikan di muka karena takut akan melanggar prinsip syariah.

2.4.3.2 Tabungan Wadiah
Tabungan wadiah pada dasarnya sama dengan produk tabungan pada bank konvensional. Hanya saja yang membedakan antara keduanya pada bank syariah tidak boleh menyatakan atau menjanjikan imbalan atau keuntungan atas rekening wadiah. Setiap imbalan atau keuntungan yang dijanjikan dapat dianggap riba. Namun demikian bank, atas kehendaknya sendiri dapat memberikan imbalan berupa bonus (hibah) kepada pemilik dana (pemegang rekening wadiah). Sedangkan pada bank konvensional nasabah akan mendapatkan bunga tabungan setiap bulannya. Hal ini sesuai dengan pendapat Sofyan Safri Harahap, dkk., dalam bukunya Akuntansi Perbankan Syariah, sebagai berikut:

“Tabungan wadiah adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dipersamakan dengan itu”.









     (2005; 70)
Sedangkan, pengertian tabungan wadiah menurut Budi cahyadi dalam dalam modul Pelatihan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Unpad, mengatakan bahwa:
”Tabungan wadiah adalah jenis simpanan pada bank syariah bagi perorangan atau badan hukum dengan prinsip al wadi’ah yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan cara-cara tertentu”.









       (2006;18)

Dari kedua pengertian di atas, dapat dijelaskan bahwa tabungan merupakan simpanan sementara untuk menentukan pilihan apakah untuk investasi atau untuk konsumsi. Tabungan wadiah dapat ditarik setiap saat dengan syarat-syarat tertentu yang telah disepakati antara nasabah dengan bank. Penarikannya dapat dilakukan dengan mendatangi bank atau dengan kartu ATM dan tidak bisa ditarik menggunakan cek atau alat yang dipersamakan dengan itu.. 
Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional ditetapkan ketentuan mengenai tabungan wadiah (Himpunan Fatwa, Edisi kedua, hal 14) sebagai berikut:

a. Bersifat sementara;

b. Simpanan bisa diambil kapan saja (on call) atau berdasarkan kesepakatan;

c. Tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian (athaya) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Dalam transaksi dengan prinsip wadiah harus dipenuhi rukun wadiah, yaitu:

a. Barang yang dititipkan;

b. Orang yang menitipkan/penitip;

c. Orang yang menerima titipan/penerima titipan;

d. Ijab Qabul.
2.4.3.3 Tabungan Mudharabah
Tabungan yang menerapkan akad mudharabah mengikuti prinsip-prinsip akad mudharabah. Diantaranya adalah keuntungan dari dana yang digunakan harus dibagi antara shahibul maal (dalam hal ini nasabah) dengan mudharib (dalam hal ini bank) dan adanya tenggang waktu antara dana yang diberikan dan pembagian keuntungan, karena untuk melakukan investasi dengan memutarkan dana itu diperlukan waktu yang cukup. Hal ini sesuai dengan pendapat Sofyan Safri harahaf, dkk., dalam bukunya Akuntansi Perbankan Syariah, mengatakan bahwa:
“Tabungan ádalah simpanan  yang penarikannya hanya dapat dilakukan  menurut syarat-syarat  tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dapat dipersamakan dengan itu”.









    (5005;73)  
Sedangkan, pengertian tabungan mudharabah menurut Wiroso, dalam bukunya Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah, sebagai berikut:

“Tabungan mudharabah adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dipersamakan dengan itu seperti dijelaskan dalam butir tabungan wadiah”.









    (2005; 46)

Dari pengertian di atas, tabungan mudharabah merupakan tabungan dimana pemilik dana (shahibul maal) mempercayakan dananya untuk dikelola bank (mudharib) dengan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati sejak awal. Tabungan mudharabah penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dipersamakan dengan itu.
Landasan syariah tentang tabungan mudharabah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 283, yang artinya: “Maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya”. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional ditetapkan ketentuan tentang tabungan mudharabah (Himpunan Fatwa, Edisi kedua, hal 13), sebagai berikut:

a. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul mal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana

b. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya mudharabah dengan pihak lain

c. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai bukan piutang

d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening

e. Bank sebagai mudharib menutup biaya opersional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya

f. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.
2.4.3.4 Deposito Mudharabah
Bank syariah menerapkan akad mudharabah untuk deposito. Dalam hal ini nasabah (deposan) bertindak sebagai shahibul maal dan bank sebagai mudharib. Akad mudharabah mensyaratkan adanya tenggang waktu antara penyetoran dan penarikan agar dana itu bisa diputarkan. Pengertian deposito menurut Wiroso dalam bukunya Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah, mengatakan bahwa:

“Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan”.










     (2005;54)
Pengertian deposito mudharabah menurut Budi Cahyadi dalam modul Pelatihan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Unpad, yaitu:

“Deposito mudharabah adalah jenis simpanan pada bank syariah dalam mata uang rupiah dan valuta asing yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada saat jatuh tempo deposito (sesuai jangka waktunya)”.










      (2006;33)

Deposito dengan prinsip mudharabah merupakan suatu kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama selaku pemilik dana (shahibul maal) menyediakan dana, dan pihak kedua selaku pengelola dana (mudharib) bertanggung jawab atas pengelolaan dana. Untuk itu pihak bank/mudharib akan memberitahukan kepada pihak deposan (shahibul maal) mengenai nisbah dan tata cara pemberian keuntungan dan/atau perhitungan pembagian keuntungan serta risiko yang dapat timbul dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut dicantumkan dalam akad.  Periode penyimpanan dana ditentukan berdasarkan periode bulanan. Bank dapat memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan deposito kepada pemilik dana. Deposito mudharabah hanya dapat ditarik sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dimuka.
2.5
Pengaruh Pendapatan Bagi  Hasil Terhadap Produk Penghimpunan Dana
Setiap bank syariah menginginkan adanya pendapatan bagi hasil yang tinggi. Hal ini dilakukan oleh bank syariah untuk memberikan penawaran yang menarik bagi para calon nasabah agar menyimpan dananya pada bank tersebut dalam produk penghimpunan dana. Pendapatan bagi hasil yang tinggi akan bisa menarik dana dari nasabah dan calon nasabah, karena pada dasarnya nasabah menyimpan dananya pada bank hanya menginginkan return yang tinggi. Pendapatan bagi hasil tersebut merupakan faktor yang sangat menentukan kelangsungan hidup sebuah bank syariah. Besar atau kecilnya produk penghimpunan dana dikaitkan dengan besar kecilnya pendapatan bagi hasil bank syariah. Pengaruh antara pendapatan bagi hasil dengan produk penghimpunan dana dijelaskan oleh Rachmat Firdaus dalam bukunya Manajemen Dana Bank, mengatakan bahwa:
“Adanya perbedaan karakteristik produk bank syariah dibandingkan dengan produk bank konvensional menyebabkan timbulnya keengganan bagi pengguna jasa perbankan konvensional untuk menggunakan jasa bank syariah. Hal itu antara lain disebabkan oleh hilangnya kesempatan untuk mendapatkan penghasilan tetap berupa bunga dari simpanan. Oleh karena itu perlu disosialisasikan bahwa penempatan dana pada bank syariah juga dapat memberikan keuntungan financial yang cukup kompetitif”.



    

Dari pengertian di atas, keengganan pengguna jasa bank konvensional untuk menggunakan jasa bank syariah disebabkan karena hilangnya kesempatan untuk mendapatkan penghasilan tetap berupa bunga dari simpanan. Oleh karena itu perlu disosialisasikan bahwa penempatan dana pada bank syariah juga dapat memberikan keuntungan finansial yang cukup kompetitip. Hal ini menjelaskan bahwa pendapatan bagi hasil pada bank syariah dapat mempengaruhi masyarakat untuk beralih menyimpan dananya pada  bank syariah.
Menurut Adi Warman Karim dalam bukunya Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, mengatakan bahwa:

“Dalam praktiknya di perbankan modern tawar-menawar nisbah antara pemilik modal (yakni investor/deposan) dengan bank syariah hanya terjadi bagi deposan dengan jumlah  besar, karena mereka ini memiliki daya tawar yang relatif tinggi. Kondisi ini disebut sebagai special nisbah. Sedangakan untuk nasabah deposan kecil, biasanya tawar menawar tidak terjadi. Bank syariah hanya akan mencantumkan nisbah yang tawarkan setelah itu deposan boleh setuju boleh tidak. Bila setuju maka ia akan melanjutkan menabung. Bila tidak setuju, ia dipersilahkan mencari bank syariah lain yang menawarkan nisbah yang lebih menarik”.










(2004; 209)

Dari pengertian diatas, tawar menawar nisbah antara pemilik modal (investor/deposan) dengan bank syariah hanya terjadi bagi nasabah yang memiliki nominal simpanannya relatif tinggi. Sedangkan untuk nasabah deposan kecil, tawar menawar tidak terjadi. Hal ini ini menjelaskan bahwa deposan menginginkan pendapatan bagi hasil yang tinggi agar dia menyimpan dananya pada bank tersebut.











































































(2001; 262)





Sumber : Bank Syariah: dari teori ke praktek, Syafi’i Antonio,M, 2001.
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